
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAITIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARANPERGESERANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

a. bahwa memperhatikan Peraturan MenteIi Keuangan

Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam

rangka mendukung penanganan Pandemi Corana Virns

Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, sehingga untuk

optimalisasi penggunaan dan penyaluran transfer ke Daerah

dan Dana Desa, dipandang perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten MaJinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor ...
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Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok PengeIoiaan Keuangan

Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERGESERAN

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN2021.

Pasal 1

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula

sebesar Rp 2.849.283.632.000 bertambahjberkurang sebesar Rp 101.119.243.000

sehingga menjadi Rp 2.950.402.875.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. scmula

b. bertambah

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2.849.283.632.000

Rp. 101.119.243.000

Rp. 2.950.402.875.000

2. Belanja Daerah

a. semula

b. bertambah

Rp. 2.844.283.632.000

Rp. 101.119.243.000

Jumlah 8eJanja setelah Perubahan Rp. 2.945.402.875.000

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) sernula Rp.

2) berkurangjbertambah Rp.

o
o

Jumlah Penerimaan Pembiayaan seteJah Perubahan Rp. o

b. PengeJuaran

1) semula

2) berkurang/bertambah

Rp. 5.000.000.000

Rp. 0

Rp. 5.000.000.000

Rp. 5.000.000.000

Rp. 0

Pasal ...

.Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
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Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Larnpiran I merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Larnpiran ITyang merupakan

bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berdasarkan Penjabaran

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterima tercantum

daJam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

PasalS

Daftar nama penerirna, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berdasarkan

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterima

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang diterima tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...
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Pasa!7

Rincian Dana Bagi Hasil-Surnber Daya Alam, Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang diterima tercantum dalam Lampiran VIyang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal8

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang diterima tercantum dalam
Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal9

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara yang diterima tercantum dalam Lampiran VIlIyang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan KerjaPerangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ....
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAHSULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARISDAERAH

KABUPATENKUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TTMUR TAHUN 2021 NOMOR 22


